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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bangsa Indonesia memiliki ikatan batin yang kuat dengan tanah. Begitu 

kuat ikatan batin tersebut, hingga tanah disebut “ibu pertiwi” karena tanah 

merupakan semua tempat aktivitas kehidupan terjadi, bahkan hingga saat 

“berpulang” orang masih membutuhkan tanah. Demikian kuat ikatan batin 

tersebut membuat orang sulit melepaskan tanahnya.  

Persoalan ini berdampak pada kegiatan pembangunan yang 

membutuhkan tanah, dengan cara pelepasan hak atau penyerahan hak, dalam 

kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang 

selalu menuai permasalahan, karena merupakan pemutusan hubungan hukum 

antara orang dengan tanahnya, dimana orang  harus rela kehilangan akses atas 

tanahnya demi pembangunan, walaupun dengan imbalan ganti rugi tertentu, 

selain itu ketidakjelasan perturan mengenai pengadaan tanah juga merupakan 

hal yang dapat menimbulkan permasalahan dalam pengadaan tanah.  

Ketidakjelasan prosedur pelaksanaan pengadaan tanah di Indonesia, 

dalam peraturan perundang-undangan, merupakan salah satu hal yang dapat 

menimbulkan masalah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, 

sebagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan pengadaan tanah melalui 

pelepasan atau penyerahan hak, dalam keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993, 

maupun yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 jo. Peraturan 
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presiden No. 65 Tahun 2006, yang tidak menjelaskan mengenai prosedur 

pelaksanaannya. 

Permasalahan ini semakin kompleks, karena pemerintah sebagai 

pengemban tugas Negara dihadapkan pada dua sisi tugas yang saling 

bertentangan, yaitu pertama, Negara menjamin kepastian hak atas tanah 

perorangan dan yang kedua, melaksanakan pembangunan untuk kepentingan 

umum, dua sisi tugas ini sama-sama membutuhkan perhatian serius 

pemerintah,  oleh karena itu dituntut berlaku adil dalam menjalankan 

keduanya.  

Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah, sulit 

berlaku adil dalam mengemban dua sisi tugas yang terkandung dalam kegiatan 

tersebut, sehingga sering menimbulkan persoalan baru yang semakin menguras 

perhatian pemerintah, ditambah dengan hadirnya berbagai pendapat publik 

tentang pengadaan tanah yang dilaksanakan pemerintah yang terkadang 

memandang tidak seimbang, terhadap dua sisi tugas sekaligus yang harus 

diemban pemerintah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum, sehingga dapat memicu panasnya situasi pengadaan tanah 

dan bahkan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tak kunjung usai, 

sebagai contoh gambaran pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten 

Manggarai Barat. 

Pengadaan tanah di Kabupaten Manggarai Barat, dilaksanakan dalam 

rangka perluasan Bandar Udara Komodo, untuk mendukung kegiatan sail 
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Komodo
1
 terutama pada puncak pelaksanaannya yang diresmikan oleh 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jatuh pada tanggal 14 September 2013 

yang lalu, dimana kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara 

meningkat tajam, namun tidak didukung dengan fasilitas transportasi yang 

memadai terutama bandara, yang hanya dapat mendaratkan jenis-jenis pesawat 

kecil dengan jumlah penumpang sedikit dan muatan terbatas, disamping itu 

kedatangan presiden sebagaimana dimaksud akan menggunakan pesawat 

kepresidenan jenis boeing 737-500, sehingga pembangunan bandara dipercepat 

untuk mendukung kesuksesan acara tersebut.
2
 

Tuntutan percepatan pembangunan tersebut, tentunya harus didukung 

dengan percepatan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, sehingga 

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, mengambil langkah 

melaksanakan kegiatan pengadaan tanah, untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunan tersebut.  

Pelaksanaan pembangunan perluasan Bandara Komodo dilakukan pada 

tiga lokasi, yang pertama, pada area perpanjangan landasan pacu sejauh 300 

meter, sehingga panjang landasan menjadi 2100 meter dari panjang landasan 

semula 1800 meter, dimana lokasi ini masih ada dalam area Hak Pengelolaan 

                                                           
1
Sail Komodo merupakan event internasional yang diikuti peserta dari berbagai negara 

seperti Malaysia,Australia,Belanda,Thailand,Fhilipina,Amerika Serikat dan sebagainya, yang 

merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjadikan wisata bahari Nusa Tenggara Timur 

(NTT) menjadi salah satu destinasi utama wisata dunia, yang dapat berpengaruh pada peningkatan 

kesejateraan masyarakat setempat,(www.indonesiatravel.com, diunduh tanggal 8 Mei 2014, pukul 

13 WIB) 
2
http://travel.kompas.com/read/2013/09/03/Jelang.Sail.Komodo.Perluasan.Bandara.Dikebut 

(Oleh I Made Ashdiana, diunduh tanggal 21 November 2013, pukul 11.15 WIB). 
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No. 00001 yang diterbitkan An. Departemen perhubungan sebagai pihak 

pengelola Bandara Komodo.  

Lokasi perluasan bandara yang kedua berada di bagian utara Bandara 

Komodo tepatnya di Bukit Klumpang, perolehan tanahnya dilakukan melalui 

prsoses pelepasan hak milik masyarakat Wae Kesambi, seluas 54.543 m², ganti 

rugi tanah keseluruhan sebesar Rp.1.700.000.000.- (seribu tujuh ratus juta 

rupiah), dengan besaran nilai ganti rugi perbidang diambil dari Nilai Jual Objek 

Pajak terendah yang ada disekitar lokasi, sedangkan lokasi perluasan bandara 

yang ketiga, berada pada bagian barat Bandara Komodo tepatnya pada Bukit 

Binongko hingga Bukit Batu, yang mana kegiatan pembangunannya 

dilaksanakan tanpa ada ganti rugi tanah pada masyarakat. 

Tanah bagian barat Bandara Komodo, diketahui milik masyarakat yang 

tergabung dalam Forum Masyarakat Pemilik Lahan Bandara Komodo (FWPL) 

yang diketuai oleh Darius Djabut, yang diperoleh dari penyerahan tanah oleh 

fungsionaris adat Nggorang  pada tahun 1991, sehingga masyarakat melakukan 

protes keras pada pemerintah atas penggusuran tanah milik masyarakat 

tersebut.  

Protes keras masyarakat pada pemerintah  dituang dalam pernyataan 

sikap dan tuntutan masyarakat atas ganti rugi tanah senilai Rp. 400.000/m² 

yang besaran nilainya disesuaikan dengan harga tanah disekitar lokasi tersebut, 

surat pengaduan masyarakat pada pemerintah, hingga orasi menuntut keadilan 

pemerintah menyikapi permaslahan ini.  
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Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan 

penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul “Pengadaan Tanah Untuk 

Kepentingan Umum Dan Konflik Yang Ditimbulkan (Studi Kasus 

Pengadaan Tanah Perluasan Bandara Komodo Kabupaten Manggarai 

Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini 

yaitu:  

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengadaan tanah perluasan Bandara 

Komodo?  

2. Pihak-pihak mana saja yang termasuk dalam proses pengadaan tanah dan 

apa peran masing-masing pihak tersebut? 

3. Konflik yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dan apa 

faktor-faktor penyebabnya?  

 

C. Batasan Masalah 

Peneliti dalam penelitian ini, memberi batasan masalah hanya pada 

konflik dalam pelaksanaan pengadaan tanah perluasan bandara Komodo Desa 

Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi 

Nusa Tenggara Timur. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk: 

1. Mengetahui proses pelaksanaan pengadaan tanah perluasan Bandara 

Komodo; 

2. Mengetahui pihak-pihak yang termasuk dalam pelaksanaan pengadaan 

tanah tersebut, dan untuk mengetahui peran masing-masing pihak tersebut; 

3. Mengetahui konflik dalam pengadaan tanah tersebut dan faktor-faktor apa 

yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pembelajaran bagi pembaca, mengenai praktek proses pelaksanaan 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi 

pembaca mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya konflik dalam 

pengadaan tanah;  

3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi  

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan masyarakat pemilik 

terkait terkait, dalam melaksanakan pengadaan tanah perluasan 

Bandara Komodo tersebut. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

Perluasan Bandara Komodo, dilakukan pada tiga tempat yaitu  pada pada 

perpanjangan landasan pacu yang masih masuk dalam luasan hak 

pengelolaan No. 00001 An. Departemen Perhubungan, sedangkan pada 

bagian barat tepatnya pada tanah Bukit Binongko dan Bukit Batu, 

langsung dilakukan penggusuran tanpa pemberian ganti kerugian, dan 

pada bagian utara bandara pada tanah Bukit Klumpang dilakukan melalui 

kegiatan pembebasan tanah, yang mana berdasarkan Kerangka Acuan 

Kerja pelaksanaannya, terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan 

hukum positif mengenai pengadaan tanah.  

1. Hal-hal yang tidak sesuai tersebut adalah: 

1) Tidak berdasarkan dokumen perencanaan;  

2) Tidak dilakukan sesuai dengan alur proses sebagaimana mestinya 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

3) Ketidaktepatan sumber dana pembebasan lahan; 

4) Salah kewenangan pelaksana kegiatan tersebut; 

5) Adanya ketidaksesuaian penentuan besar nilai ganti rugi; 

6) Tidak dibentuk panitia pelaksana pengadaan tanah. 
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2. Pihak-pihak berperan dalam kegiatan tersebut:  

1) Masyarakat pemilik lahan; 

2) Tokoh masyarakat dan Fungsionaris adat Labuan bajo; 

3) Pemerintah Kabupaten Manggarai  Barat; 

4) Lembaga JPIC (Justice Peace Integration and Creation); 

5) PT Floresco dan PT Bumi Indah. 

3. Identifikasi konflik, berdasarkan teori konflik yang dikemukakan oleh 

William Hendrik dan faktor-faktor penyebabnya, sebagai berikut:  

a.  Perluasan bandara bagian utara, berada pada konflik tahap satu, 

dengan faktor-faktor penyebabnya yaitu:  

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia; 

2) Kurangnya koordinasi antara instansi terkait; 

3) Keterbatasan waktu dan desakan percepatan pembangunan; 

b. Perluasan Bandara pada bagian barat, berada pada konflik tahap 

dua, dengan faktor-faktor penyebabnya yaitu:  

1) Adanya ketidakpastian status pemilikan tanah; 

2) Penggusuran dilakukan sepihak oleh pemerintah; 

3)  Tidak ada pemberian ganti rugi bagi masyarakat pemilik lahan; 

4) Kurangnya koordinasi antar isntansi terkait; 

5) Kurangnya pemahaman tentang prosedural pengadaan tanah; 

6) Adanya ketidaksesuaian nilai tanah sesuai harga pasar dengan 

NJOP sesuai Surat Pembayaran Pajak Tanah. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut, maka peneliti 

menyampaikan saran sebagai berikut:  

1.   Pelaksanaan pengadaan tanah selanjutnya di Kabupaten Manggarai 

Barat, sebaiknya dilakukan dengan perencanaan yang matang, dan 

harus disesuaikan dengan aturan pengadaan tanah sesuai ketentuan 

hukum positif tentang pengadaan tanah, sehingga tidak terkesan 

terburu-buru dan dipaksakan; 

2. Pihak-pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan tanah 

harus berkompoten di bidangnya, sesuai dengan latar belakang 

keilmuannya; 

3. Pemerintah Daerah sebaiknya segera mencari solusi penyelesaian 

konflik yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut, terutama konflik 

tahap dua, misalnya segera memberikan ganti rugi atas tanah 

masyarakat yang telah digusur, untuk mencegah konflik terbuka. 
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